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BAB VI 

PENUTUP 

 

Menutup rangkaian riset perlindungan hak anak terlantar, bagian bab ini akan 

menguraikan empat hal yang menjadi sari pati riset, yaitu; pertama, kesimpulan; 

kedua, implikasi; ketiga, rekomendasi dan keempat, limitasi. 

 

6.1 Kesimpulan 

Riset ini bermuara pada tiga temuan yang menyingkap tabir realitas sekaligus 

menawarkan solusi konkret perlindungan hak-hak anak terlantar. Pertama, riset ini 

memotret nestapa anak terlantar akibat perceraian yang terperangkap dalam pusaran 

kerentanan multidimensi yang akut. Anak-anak ini tidak hanya mewarisi 

kemiskinan (mustahiq) akibat pengabaian nafkah dan terpaksa menanggalkan 

seragam sekolah, tetapi juga mengalami guncangan psikososial yang merapuhkan 

stabilitas emosional. Penurunan kesejahteraan tersebut kian terakselerasi oleh pola 

asuh yang tidak optimal serta hilangnya identitas hukum akibat ketiadaan dokumen 

kependudukan. Ketiadaan identitas tersebut secara otomatis meluruhkan hak dasar 

anak sebagai warga negara dan memarginalkan posisi anak dalam akses layanan 

publik esensial. 

Kedua, sebagai respons terhadap realitas tersebut, riset ini membuktikan 

bahwa strategi mengadvokasi hak anak terlantar yakni melalui Strategi Jejaring 

Berlapis dengan menyinergikan otoritas Pemerintah Nagari, kewibawaan Ninik 

Mamak, dan kompetensi mitra teknis ke dalam satu barisan gerakan terorganisasi. 

Aksi ini secara praktis membuktikan bahwa kebuntuan hukum formal yang kaku 

hanya dapat didobrak dengan kelenturan kearifan sosiokultural lokal, terlihat jelas 

bahwa kekuatan strategi advokasi inilah yang mampu mengubah perlindungan hak 

anak dari sekadar prosedur administratif menjadi sebuah gerakan pendukung yang 

solid, hidup, dan partisipatif di tingkat akar rumput. 

Ketiga, seluruh rangkaian strategi advokasi ini secara empiris telah menjadi 

motor penggerak utama yang memicu transformasi perlindungan hak anak terlantar. 

Pentransformasian anak-anak dari kelompok rentan menjadi pribadi yang lebih 



205 

 

 
 

berdaya merupakan jerih payah Strategi Jejaring Berlapis yang membuahkan hasil 

nyata dalam penguatan kesadaran kolektif, pelembagaan kebijakan di tingkat 

Nagari, hingga meningkatnya kepatuhan orang tua dalam pemenuhan nafkah 

hadhanah. Revitalisasi peran Ninik Mamak sebagai garda kontrol sosial 

membuktikan bahwa strategi advokasi hak anak di tingkat akar rumput hanya bisa 

dicapai melalui aksi berkolaborasi dan berkelanjutkan.  

Berangkat dari ketiga temuan tersebut di atas, riset ini memperlihatkan bahwa 

Jejaring Berlapis yang dijadikan strategi mengadvokasi pengambil kebijakan 

(orang tua, pemangku adat dan pemerintah) terbukti mampu mengubah kondisi 

anak telantar terdampak perceraian menjadi pulih dan berdaya, sehingga mereka 

memperoleh hak dasariahnya baik hak nafkah, pendidikan, identitas maupun hak 

pengasuhan. Atas hal tersebut, maka penguatan terhadap strategi advokasi ini 

menjadi keniscayaan, yang tidak hanya ditujukan untuk melindungi Karamah al 

Insaniyah yaitu mejaga martabat anak seperti pemulihan identitas, penjaminan 

kesejahteraan dan penguatan posisi sosial, melainkan juga dimaksudkan untuk 

pengembangan potensi anak yaitu pemenuhan hak asasi, pengembangan daya 

berpikir dan keterampilan anak. 

 

6.2 Implikasi Riset 

Berangkat dari kesimpulan, riset ini berimplikasi terhadap terapan Maqasid 

kontemporer. Riset ini membuktikan bahwa validitas sebuah teori hukum tidak 

ditentukan oleh kecanggihan narasi akademisnya, melainkan oleh kemampuan 

dalam menjadi instrumen perlindungan hak anak. Secara metodologis, riset ini 

mengimplikasikan bahwa fitur sistem Jasser Auda seperti keutuhan (wholeness) dan 

multidimensi (multi-dimensionality) hanya terwujudkan secara empiris ketika 

diaktivasi melalui riset aksi dengan Strategi Jejaring Berlapis. Tanpa aksi nyata 

yang menyinergikan otoritas Pemerintah Nagari dengan kewibawaan Ninik Mamak, 

fitur keterbukaan (openness) dalam sistem hukum Islam akan kehilangan maknanya 

di hadapan realitas sosial anak terlantar akibat perceraian. 
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Lebih jauh lagi, riset ini menggugat riset hukum yang sering kali terjebak 

pada tatanan teoretis dan mengabaikan denyut nadi permasalahan di lapangan. 

Keberhasilan pentransformasian anak terlantar membuktikan bahwa Maqasid harus 

diposisikan sebagai "pisau analisis" yang bekerja secara aktif, bukan sekadar 

pelengkap diskursus filosofis. Implikasinya, tujuan hukum yang jelas 

(purposefulness), yaitu pemulihan martabat kemanusiaan (Karamah al-Insaniyah), 

hanya dapat dicapai melalui kolaborasi sinergis antara negara, agama, dan adat. Hal 

ini menegaskan bahwa Strategi Jejaring Berlapis merupakan prasyarat bagi 

hidupnya Maqasid kontemporer dalam realitas sosiokultural di tingkat lokal, 

sehingga perlindungan hak anak bertransformasi dari kewajiban administratif 

menjadi komitmen moral yang berkelanjutan. 

 

6.3 Rekomendasi 

Sebagai tindak lanjut praktis dari kesimpulan dan implikasi riset ini, disusun 

sejumlah rekomendasi strategis yang menyasar penguatan perlindungan hak anak 

terlantar agar transformasi yang telah diinisiasi dapat berjalan secara berkelanjutan. 

Secara akademis, riset ini merekomendasikan adanya reposisi dalam studi 

Hukum Islam, dari yang semula bersifat teks-sentris dan teoretis-pasif menuju 

metodologi riset aksi yang transformatif. Riset selanjutnya disarankan untuk tidak 

sekadar menjadikan teori Maqasid al-Syari’ah sebagai objek kajian pustaka yang 

statis, melainkan sebagai "pisau analisis" yang diuji melalui intervensi sosial. 

Pengembangan riset di masa depan diharapkan dapat menguji sejauh mana variabel 

daya lenting anak dapat ditingkatkan melalui pendidikan non-formal dan 

keterampilan yang lebih spesifik, sehingga peta jalan pembangunan manusia 

(human development) yang dicita-citakan dalam paradigma Maqasid kontemporer 

dapat terwujud secara lebih merata dan inklusif. Hal ini krusial agar validitas teori 

Maqasid terus diperkaya oleh bukti-bukti empiris yang lahir dari dinamika 

perubahan sosial melalui riset yang berorientasi pada aksi nyata. 
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Secara empiris, riset ini merekomendasikan penguatan sistemik melalui 

pelembagaan Strategi Jejaring Berlapis sebagai strategi advokasi berkelanjutan; 

pertama, kepada Pemerintah, khususnya Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa, direkomendasikan untuk mengadopsi strategi advokasi ini 

sebagai model baku penanganan kelompok rentan melalui pelembagaan regulasi 

yang memberi mandat kepada Pemerintah Nagari untuk mengalokasikan sumber 

daya bagi pemulihan identitas hukum dan kesejahteraan anak pascaperceraian; 

kedua, kepada lembaga Ninik Mamak, disarankan revitalisasi peran kontrol sosial 

yang terstruktur dalam memantau kepatuhan nafkah hadhanah sebagai agenda rutin 

peradilan adat guna menjaga martabat kaum dan ketiga, kepada institusi peradilan 

agama, disarankan adanya integrasi data yang responsif dengan sistem 

kependudukan di tingkat Nagari agar eksekusi putusan hak asuh dan nafkah dapat 

termonitor secara langsung oleh jejaring pendukung lokal. Dengan demikian, 

perlindungan hak anak dapat bertransformasi dari sekadar kewajiban administratif 

menjadi komitmen moral yang terorganisasi di tingkat akar rumput. 

 

6.4 Keterbatasan Studi 

Sebagai riset transformatif yang mengutamakan perubahan sosial, riset ini 

memiliki keterbatasan pada dimensi waktu serta ruang lingkup intervensi yang 

dilakukan. Secara substansial, riset ini hanya menitikberatkan pada perlindungan 

hak anak terlantar yang bersumber dari kegagalan fungsi keluarga pascaperceraian. 

Isu lainnya seperti perdagangan orang, eksploitasi ekonomi kronis pada anak, 

maupun kerentanan anak di wilayah konflik, sengaja diabaikan karena tidak 

menjadi fokus utama dalam skema aksi yang dirancang. Menyadari bahwa 

dinamika anak terlantar yang kompleks, namun riset ini dibatasi pada pengujian 

efektivitas kolaborasi otoritas sosiokultural lokal dalam merespons kebuntuan akses 

hukum dan pemenuhan nafkah yang menjadi kebutuhan mendesak bagi anak. 

Secara metodologis, karakteristik riset transformatif yang menuntut 

pendampingan intensif berimplikasi pada terbatasnya generalisasi hasil riset secara 

luas. Strategi Jejaring Berlapis yang dikembangkan sangat bergantung pada struktur 

sosial keunikan lokasi riset, sehingga implementasinya di wilayah dengan sistem 
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nilai adat yang berbeda mungkin akan menghasilkan dinamika yang berbeda pula. 

Selain itu, karena riset ini diakhiri pada tahap evaluasi intervensi awal, dampak 

jangka panjang terhadap kemandirian anak terlantar. Keterbatasan waktu dalam 

linimasa ini membuat pengukuran terhadap daya tahan sistem pendukung yang 

telah dibentuk menjadi tantangan tersendiri. 

Mengingat isu-isu yang belum terjangkau tersebut, riset berikutnya sangat 

direkomendasikan untuk melakukan studi longitudinal guna menguji stabilitas 

perlindungan hak anak terlantar. Diperlukan pula perluasan cakupan aksi 

transformatif pada kategori anak rentan lainnya yang belum terjamah dalam riset 

ini, guna menguji sejauh mana fleksibilitas paradigma Maqasid kontemporer dan 

Strategi Jejaring Berlapis dalam merespons kerentanan anak yang lebih beragam.
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